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Akuntansi®

Andreas Lako

Dimasukkannya

tanggung jawab sosial dan
lingkungan atau lebih
dikenal corporate social
responsibility (CSR) sebagai
kewajiban perseroan dalam
Undang-Undang No.40
Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (UUPT)
telah menimbul-kan pro-
kontra antara pengusaha
dan pemerintah. Para
pengusaha yang tergabung
dalam Kamar Dagang
Industri (Kadin), Asosiasi
Pengusaha Indonesia
{Apindo), Asosiasi Emiten
Indonesia (AEl) dan lainnya
bersikeras menolak jika
CSR dijadikan kewajiban
perseroan.
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E; engusaha berargumen

bahwa CSR tidak boleh dipaksakan
karena bersifat sukarela dan menjadi

bagian dari strategi perusahaan. -

Mewajibkan perseroan menyisihkan
dana CSR melanggar hak asasi manusia
{HAM} dan merugikan kepentingan
pemegang saham karena akan
meningkatkan biaya (costs) dan
menurunkan laba perseroan. Penurunan
lababerdampak negatif pada penurunan
jumlahdividenyangditerima pemegang
saham dan nilai ekuitas perusahaan,
Selain itu, dikuatirkan kewajiban CSR
akan menimbulkan komplikasi masalah
baruyang merugikandunia bisnis, Akibat

- kuatnya resistensi tersebut, pemerintah

belum berani atau ragu-ragu dalam
menerbitkan peraturan pemerintah (PF}
sebagai petunjuk pelaksaan CSR.
Tanpa bermaksud memihak pada
salah satu pihak, tutisan ini bermaksud
mengingatkan pengusaha dan pelaku
bisnis lainnya bahwa CSR pada hakikat-
nya adalah- suatu kebutuhan hakiki
korporasi agar bisa bertumbuh-kembang
secara berkelanjutan. Tren bisnis global
dalam satu dekade terakhir memper-
{ihatkan bahwa CSRmenjadisuatu kewajib-
anasasikorporasi(corporate accountibility

Kewajiban CSR dan Reformasi
Paradigma Bisnis dan

rights) karena adanya kekuatan
demand-supplyantara parastakeholder
dengan korporasi. Kewajiban itumenjadi
bagian integral dari hak asasi korporasi
{HAK) untuk bertumbuh-kembang dan
diterima baik para stakeholder.

Selain itu, sejumiah literatur terbaru
menegaskan bahwa CSR harus bisa
terinternalisasi dalam nilai-nilai inti
budayaorganisasi, formulasistrategidan
praktik bisnissuatu korporasi dariwaktu

- ke waktu. Alasannya, secara empiris CSR

ternyata menjadi "black box" yang
menjelaskanmengapanilaiekonomidan
nilai pasar suatu korporasi bisa ber-
tumbuh subur dan berbeda dari
korporasi lain yang tidak peduli CSR.
Dalam CSR ternyata tersirat sinyal
kekuatan, prospek dan harapan bagi
para stakeholder.

Pertanyaannya, mengapa CSR mesti
diakuisebagaikewajiban asasidan juga

*  Artikel ini penyempurnaan dari paper yang
pernah disajikan dalam seminar nasional
“Kewajiban Corporate - Social
Responsibility: Telaah dari Perspektif
Pemerintah, Pengusaha dan Dewan Standar
Akuntansi” yang diselenggarakan Jurusan
Akuntansi Fakultas Ekonomi "Unika

. Soegijapranata Semarang, 18 Juni 2008.
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sebagaikebutuhan hakikikorporasi? Apa
dasar teoritis dan praktisnya? Jika
memang CSR menjadi “black box" yang
menjelaskan kesuksesan sejati darisuatu
korporasi, apakah paradigma bisnisdan
akuntansi konservatif yang selama ini
lebih berorientasi pada aspek ekonomi
dan mengabaikan aspek "externality”
perlu direformasi?

Tulisan ini bermaksud menjawab
sejumtah pertanyaan tersebut. Pada
bagian kedua dibahas konsepsi CSR
sebagai suatu kewajiban asasi dari
perspektif teori akuntabilitas dan juga
sebagai suatu kebutuhan hakiki. Pada
bagian ketiga dan keempat dibahas
reformasi paradigma bisnis dan
akuntansi. Bagian kelima membahas
model pelaporankeuanganyangramah
CSR dan dampaknya bagi nilai
perusahaan. Bagian terakhir adalah
kesimpulan dan rekomendasi.

CSR Sebagai Kewajiban Asasi

Konsepsi yang menjelaskan CSR
sebagai kewajiban asasi korporasi (KAK)
adalah teori akuntabilitas {corporate
accountibility). Dalam perspektif konsep
ini, korporasi dituntut bertanggung
jawab atas semua konsekuensi yang
ditimbulkanya baik sengaja maupun
tidak sengaja bagi para stakeholder
(Dellaportas et.al, 2005).

Secara khusus, teori akuntabilitas
menyatakan bahwa CSR tidak hanya
sekadar aktivitas kedermawan (charity)
atau aktivitas saling mengasihi
{stewardship} yang bersifat sukarela
kepada sesama manusia seperti
dipahami pelaku bisnis selama ini. Tapi,
CSR harus dipahami sebagai KAK yang
melekatdan menjadi “roh” yang meng-
gerakkan kehidupan suatu bisnis.

Alasannya, CSR merupakan konse-
kuensi logis dari adanya HAK yang
diberi-kan negara {dan masyarakat)
kepada suatu korporasi untuk bisa
hidup dan berkembang secara
berkesinambungan dalam suatu area
lingkungan. Jika tidak ada keselarasan
antara KAK dan HAK, dalam suatu
arealingkungan bisnisyang sama akan
hidup dua pihak, yaitu gainers dan
losers, yang bisa saling meng-
eksploitasi dan mematikan satu sama
lain (Dellaportas et al., 2005).

Pandanganitu didasarkan padatiga
perspektif teori berikut ini (Lako dalam
Kontan 8/5/2008). Pertama, teori
stakeholder. Menurutieoriini, kesukses-
an atau hidup-matinya suatu korporasi
sangat tergantung pada kemampuan-
nya untuk menyeimbangkan beragam
kepentingan dari para stakeholder-nya
seperti investor, kreditor, pemasok,
pelanggan, karyawan, pemerintah dan
masyarakat. Bila mampu menyelaras-
kannya, korporasi akan meraih

dukungan yang berkelanjutan dari*

stakeholder.Dampaknya, pangsa pasar,
penjualan dan laba akan tumbuh ber-
kesinambungan. Biaya-biaya yang
dikeluarkan (private costs dan public
costs) juga akan bisa diminimalisr.
Agar bisa menyelaraskannya,
korporasi mesti memperhatikan hak-
hak asasi para stakeholder. Menurut
Werhane dan Freeman (1997), ada tiga
hak stakeholder yang mesti dianalisis
yaitu: interest-based, rights-based dan
duty-based. Analisis berbasis interest
bertujuan menilai konsekuensi dari
tindakan-tindakan dan kebijakan
korporasi terhadap kepentingan pihak
lain yang jadi stakeholder.
Analisisberbasis ightsbertujuanmen-
cermati hak-hak stakeholder yang
terkena dampak aktivitas ekonomi
karporasi. Setetah dianalisis, korporasi
mesti memproteksi hak-hak mereka.
Sementara analisis berbasis duty dilandasi
oleh konsep etika bisnis yang menyata-
kan bahwa korporasi hendaknya memiliki

tanggung jawabkepada komunitasyang -

lebih luas, bukan hanya terbatas pada
kepentingan pemegang saham.
Kedua, perspektif teori legitimacy.
Menurutteoriini, korporasidankomunitas
sekitarnya memiliki relasi sosial yang
erat karena keduanya terikat dalam suatu
"social contract”. Menurut teori social
contract, keberadaan suatu korporasi
dalam suatu area karena didukung secara
pelitis dan dijamin oleh mekanisme
regulasi yang diterbitkan pemerintah
dan parlemen yang juga merupakan
representasi dari masyarakat.
Dengankatalain, adasuatu “kontrak
sosial” tidak langsung antara korporasi
dengan publik dimana publik memberi
dukungan costs dan benefits untuk
keberianjutan dan pertumbuhan bisnis

suatu korporasi. Karena itu, desain dan
realisasi program-program CSR yang
terarah pada kepentingan stakeholder
adalah KAK, bukan bersifat sukarela,
Ketiga, teoricorgorate sustainability.
Teori yang diadopsi dari konsep pem-
bangunan berkelanjutan {sustainable
development} ini menyatakan bahwa
untuk bisa hidupdantumbuh berkelanjut-
an, korporasi mesti mengintengrasikan
tujuan bisnis dengan tujuan sosial dan
tujuan ekologisecara utuh. Dengankata
lain, pembangunan bisnis harus ber-
fondasikan pada tiga pilar utama, yaitu
pilar ekonomi, sostal dan lingkungan
sacara terpadu. Integrasi tersebut juga
tidak boleh mengorbankan kepentingan
dari generasi-generasi berikutnya untuk
hidup dan memenuhikebutuhan mereka.
Dalam konsepsi corporate
sustainability tersebut, masyarakat dan
lingkungan adalah pilar dasar dan
penentu keberhasitan suatu korporasi
sehingga harus selalu diproteksi dan
diberdayakan. Karenaitu, pengorbanan
aset-aset ekonomi {economic resources)
untuk program-program CSR dan
pengungkapannya dalam pelaporan
korporasi mesti diakuisebagai KAK demi
menopang keberlanjutan bisnis.

CSR Sebagai Kebutuhan Hakiki

Seperti telah disinggung pada awal
tulisan ini, sejumlah fakta empiris
menunjukkan bahwa CSR merupakan
“black box" yang bisa mengungkap
mengapa suatu korporasi bisa sukses
bertumbuh subur secara berkelanjutan
sementara lainnya gagal (Kottler dan
Lee, 2005). Karenaitu, muncul pemikiran
bahwa CSR harus diakui dan diperlaku-
kansebagaisuatu kebutuhan hakikiagar
korporasi bisa diterima, dicintai, dikasihi
dan dihidupi para stakeholder secara
berkesinambungan.

Selain itu, CSR sebagaisuatukebutuh-
an hakiki korporasi juga dirasakan kian
mendesak dan perlu segera direspon
pebisnis kita. Pasalnya, dalam beberapa
tahun dandasawarsa ke depan, tekanan
stakeholder eksternal agar korporasi
menginternalisasi CSR dan mengungkap-
kan kinerjanya dalam pelaporan korporasi
kian menguat. Paling sedikit, ada tiga
kekuatan {forces) yang akan “memaksa”
korporasikitamau tak mauharus meng-
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internalisasikan CSR dalam praktik bisnis
dan pelaporan keuangannya.
Pertama, kekuatan permintaan
(demand) dari para pelaku pasar. Seiring
kian seriusnya masalah-masalah sosial
danlingkungan, parainvestordankreditor
tentu akan semakin sensitif dengan isu-isu
CSR. Mereka pasti hanya akan meng-
investasikan modainya pada korporasi
yangramah CSR. Para pemasok jugahanya
akanmemasok bahanbaku, barang jadi/
jasa pada korporasi yang ramah CSR.
Demikian pula pelanggan atau
konsumen hanya akan membelibarang/
jasa dari korporasi yang ramah CSR.
Kecenderungan itu pasti akan kian
memicu persaingan antarkorporasi
dalam melaksanakan praktik bisnisyang
beretika dan ramah CSR. Mereka pasti
juga akanbersaing menawarkan (supply)
taporan manajemen dan laporan
keuanganyang ramah CSR (sustainability
reporting). Yaitu, laporanyang menyaji-
kan informasi ekonomi, sosial dan
fingkungan secara terpadu. Tujuannya,
agar para stakeholder bisa mengetahui
secara utuh informasi tentang kinerja
bisnis, posisi keuangan, kinerjalaba, risiko
dan prospek bisnis serta keberlanjutan
suatu korporasi. Dengan cara itu,
kredibilitas, reputasi dan goodwill
perusahaan pasti akan terdongkrak.
Persaingan perilaku etis dan ramah CSR
tersebut bahkan sudah mulai jadi tren
praktik bisnis dan pelaporan korporasi
global dalam beberapa tahun terakhir.
Kedua, tekanan dari lembaga-
lembaga internasicnal. Dalam beberapa
tahun ke depan, PBB (United Nations),
lembaga-lembaga internasional dan
negara-negara Barat bakal semakin
sensitif dengan isu-isu CSR dan mem-
perketatregulasi CSR. Halinidisebabkan
kian serius dan kompleks isu-isu CSR
dankrisislingkungan seperti kemiskin-
an, degradasi sosial dan lingkungan,
penipisan lapisan ozon, pemanasan
global dan masih banyak lagi.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),
misalnya, dafam beberapatahunterakhir
kian gencar mengkampanyekan Global
Compactkepada korporasi muitinasional.
Global Compact berisi 10 pilar etika CSR.
Yaitu, korporasi harus menghormati
HAM, memilikistandar ketenagakerjaan
yang layak, meniadakan bentuk kerja
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Patut diingat, keputusan
memperlakukan CSR .
sebagai kebutuhan hakiki
merupakan suatu keputusan
investasi strategis yang
akan membawa korporasi
menikmati pertumbuhan
laba dan kenaikan nilai pasar
secara langgeng

paksa dan diskriminasi pekerja, men-
cegah kerusakan lingkungan, berinisiatif
melestarikan lingkungan dan berinvestasi
padateknologiyangramahlingkungan,
serta mengharamkan semua bentuk
korupsi, pemerasan dan penyogokan.
Hingga kini sudah ada sekitar 6.000
korporasi multinasional yang tercatat
jadi anggota Global Compact.
Sementara dalam waktu dekat,
International Standard Organization
(150) juga akan menerbitkan ISO 26000
yang mengatur tentang CSR. 150 26000
akan secara tegas mengatur bahwa
produk-produk darisuatukorporasi akan
bisa diperdagangkan secara luas jika
sudah mendapat sertifikasi ramah CSR.
Negara-negara industri, terutama
negara-negara Eropa, juga sedang
mempersiapkan sejumlah reguiasi CSR
untuk "memaksa” praktik bisnis dan
produk-produk yang lebih ramah CSR.
Ketiga, tekanan legislasi dan
regulasi dari DPR dan pemerintah. Di
waktu-waktu mendatang, sangat

" mungkin akan muncul tekanan publik

yang lebih kuat lagi agar DPR dan

pemerintah menerbitkan reaulasi-

regulasi yang mengatur isu-isu krusial
CSR yang belum diatur dalam UUPT
2007. Misalnya, regulasi tentang
kebebasan mengakses informasi CSR,
penilaian dan pengungkapan dampak
eksternalitas korporasi, perlindungan
sosial dan konservasi lingkungan, dan
lainnya. Selama ini, publik sulit men-
dapat akses informasi tersebut.
Untuk mengantisipasi tekanan-
tekanan dari tiga kekuatan penekan
tersebut di atas, para pebisnis kita

-

hendaknya perlu segera merespon dan
mensikapinya secara stratejik dan taktis.
Yaitu, pebisnis periu segera-mengubah
paradigma bisnis konservatif yang
selama ini menganggap CSR sebagai
suatu aktivitas yang bersifat sukarela ke
paradigma baru yang memperlakukan
CSR sebagai kebutuhan hakiki dan
terinternalisasi dalam nilai-nilai dan
perilaku bisnis korporasi. Jika pebishis
tetap resisten atau lamban mem-
perlakukan CSRsebagaisuatu kebutuhan
hakiki maka cepat ataulambatkorporasi
akanditinggalkan parastakeho/derdan
akhirnya bangkrut.

Patut diingat, keputusan memper-
lakukan CSR sebagai kebutuhan hakiki
merupakan suatu keputusan investasi
strategisyang akanmembawakorporasi
menikmati pertumbuhan laba dan
kenaikan nilai pasar secara fanggeng.
Pendapat ini diperkuat Lawrence dan
Weber (2008} yang menyatakan jika
suatu korporasi menjadikan CSRsebagai
bagian dari visi dan strategi bisnisnya
maka korporasi tersebut akan
menikmati reputasi dan kenaikan nilai
bisnis serta pertumbuhan laba dalam
jangka panjang.

Reformasi Paradigma Bisnis
Daripaparan di atas, menjadi jelas-
lah bahwa sudah tidak relevan lagi
apabila energi para pebisnis dan
pemerintah kitadihambur-hamburkan
hanya untuk memperdebatkan
apakah CSRituwajib {(mandatory) atau

sukarela {voluntary). Sudah saatnya

para pebisnis memperlakukan CSR
sebagai suatu kebutuhan hakiki yang
perlu terinternalisasi dalam formulasi
visi, misi, strategi dan kebijakan bisnis,
nilai-nilai budaya perusahaan dan
tindakan bisnis. Hanya.dengan cara
itu, perusahaan akan bisa hidup dan
bertumbuh secara langgeng.

Satu hal krusial yang perlu disadari
para pebisnis adalah sernakin komplek-
snya masalah-masalah sosial dan
lingkungan dalam beberapa dekade
terakhir disebabkan rendahnya
kesadaran pelaku bisnisdalam berbisnis
secara etis dan ramah CSR. Gray dan
Bebbington (2001) menyimpulkan ada
tiga penyebab kian kompleksnya isu-isu
sosial dan lingkungan. ‘
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Pertama, pebisnissecara umumtidak
percaya bahwasedang terjadikrisissosial
dan lingkungan yang kian serius dalam
lingkungan bisnisnya. Kedua, pebisnis
tidak melihat atau sengajamembutakan
matanya adanya fakta bahwa bisnis
merupakan bagian dari masalah atau
penyebab krisis sosial dan lingkungan.
Ketiga, pebisnis tidak mampu atau
sengaja tidak memampukan dirinya
untuk mengambil langkah-langkah
konkret dan berkelanjutan untuk
mencari solusi mengatasi danmencegah
masalah-masalahsosialdanlingkungan.
Karena itu, Gray dan Bebbington men-
desak pebisnis dan korporasi harus
berperan aktif dan menjadi bagian dari
solusi mengatasi krisis sosial dan
lingkungan melalui pelaksanaan
program-programlingkungan (CSR)yang
relevan, terarah, fokus dan efektif.

Selainitu, adatiga prinsip dasaryang
perlu segera disadari para pebisnis kita.
Pertarna, isu-isu sosial dan lingkungan
sudah menjadiisubisniskarenaakansecara
langsung memiliki implikasi luasterhadap
nilai bisnis, kewajiban kontijen, nilaiekuitas,
kinerjalaba/rugi, risiko dan prospek suatu
korporasi. Isu-isu sosial dan lingkungan
bisa bahkan sudah menjadi kekuatan
penekan yang mempengaruhinilai risiko
dan prospek bisnis melalui kekuatan
mekanisme pasar dan legislatif,

Kedua, karena isu-isu sosial dan
lingkungan memiliki implikasi Tuas
terhadap nilai, risiko dan prospek bisnis
rmaka desain sistem manajemen korporasi
yang ramah sosialdan lingkungan(ramah
CSR) menjadi penting dan mendesak.
Saya menyebut sistem manajemen
tersebut sebagai “sistem manajemen
CSR” yaitu sistem manajemen yang ber-
basiskan pada pilar-pilar ekonomi, sosial
dan lingkungan secara terpadu. Sistem
manajemen CSR yang berbasiskan pada
tiga pilar tersebut sudah mulai
dikembangkan sejumlah korporasi
publik dan privat kita dalam beberapa
tahun terakhir.

Ketiga, isu-isusosial danlingkungan
memiliki dampak dan dicermati para
pelaku pasar atau skaholders sehingga
memilikiimplikasi luasterhadap pangsa
pasar produkfjasa, nilai pasar ekuitas
dan reputasi atau goodwill korporasi.
Kepedulian korporasi pada isu-isu sosial

dan lingkungan yang terinternalisasi
dalam program-program CSRdan peng-
ungkapan kinerjanya dalam laporan
keuangandan laporantahunanbisamen-
dongkrak apresiasi dari para investor
dan kreditor riil dan potensial, para
pelanggan ataukonsumen dan lainnya.
Karena itu, pengakuan dan perlakuan
terhadap CSR sebagai bagian intergral
dari visi, misi dan strategi serta tindakan
korporasi menjadisangat penting untuk
peningkatan kinerjadannilaikorporasi.
Demikian pula praktik akuntansi dan
pengungkapan informasi kinerja CSR
dalampelaporankeuangandaniaporan
tahunan direksikepada pemegangsaham
juga akan mendapat apresiasi luaas dari
pelaku pasar dan stakeholder lainnya.

Pertanyaan penting yang mungkin
diajukan para pebisnis adalah apakah
ada bukti-bukti empiris yang menyakin-
kan bahwa perlakuan terhadap CSR
sebagai kebutuhan hakiki berdampak
positif padanilai dan kinerja perusahaan
secara berkelanjutan?

Jawabnya, banyak! Sejumlah riset
empirismelaporkan bahwa paling sedikit
ada lima keuntungan yang bisa diraih
bilaperusahaanmempraktikkan CSRsecara
berkelanjutan. Pertama, profitabilitasdan
kinerja keuangan akan semakin kokoh.
Kedua, meningkatnya akuntabilitasdan
apresiasi positif dari kormunitas investor,
kreditor, pemasok dan konsumen. Ketiga,
meningkatnya komitmen, etos kerja,
efisiensi dan produktivitas karyawan.
Keempat, menurunnya Kkerentanan
gejolak sostal dan resistensi komunitas
sekitarnya karena mereka diperhatikan
dandihargaiperusahaan. Kefima,meningkat-
nya reputasi, corporate branding,
goodwill (intangible asset}) dan nilai
perusahaan dalamjangka panjang (Lako,
2007). Kaplan dan Norton {2004) dan
Kotler dan Lee (2005) menyebut bahwa
keuntunganterakhirini merupakan the
greatest value creator buat perusahaan
dibanding aset-aset phisik tangible.

Karena itu, bisa dipastikan jika CSR
diakui sebagai kebutuhan hakiki dan
dipraktikkan secara etis dan
berkelanjut-an serta terinternalisasi
dalam nilai-nilai corporate cufture dan
strategi perusahaan maka sejumlah
keuntungan tersebut bisa diraup
korporasi secara terus-menerus.

ReformasiParadigma Akuntansi

Reformasi paradigma bisnis tidak
akan efektif memberi hasilyang optimal
jika tidak disertai dengan reformasi
paradigma akuntansi. Ada dua aspek
penting dalam akuntansi konvesional
yang perfu direformasi jika CSR diakui
dan dijadikan sebagai trilogi pilar bisnis
{ekonomi, sosial dan lingkungany}.

Pertama, reformasi keterbatasan
conceptual framework akuntansi
kenvensionalyang selamaini menyebab-
kan perusahaan enggan mengakui dan
mengungkapkan informasi CSR dalam
laporan keuangan. Kelemhan rerangka
konseptualtersebutseringdianggapjadi
penyebab mengapa dewan standar
akuntansi di banyak negara, termasuk
indonesia, tidak responsif terhadap
desakan stakeholder tentang mendesak-
nya penyusunan standar akuntansi CSR
danpengungkapaninformasinyadalam
laporan keuangan.

Kedua, reformasi format pelaporan
keuangan yang berbasis pada tripfe
bottom line reporting (ekonomi, sosial
dan lingkungan) untuk memberikan
informasi yang utuh atau menyeluruh
pada para pemakai.

» Reformasi akuntansi dan
pelaporankeuangan

Akuntansi keuangan konvensional
yangselamainijadi pegangan perusaha-
an sering dikritik aktivis CSR karena
mengabaikan pelaporan informasi C5R
atau externalities dalam pelaporan
keuangan. Misalnya, tidak dilaporkan-
nya informasi polusi, pencemaran,
fimbah atau kerusakan lingkunganyang
disebabkan oleh aktivitas produksi
perusahaan. Atau, tidak dilaporkannya
informasi aktivitas C5R yang dilakukan
secara rutin oleh perusahaan dalam
pelaporan keuangan periodik.

Akibat ketiadaaan informasiitu, para
stakeholder dominan seperti investor,
kreditor, pemasok, pelanggan dan
pemerintah puntidak mengetahuisecara
pasti tentang prospek, risiko dan keber-
lanjutan suatu bisnis dalam jangka
panjang. Hal ini tidak hanya merugikan
para stakeholder tapi juga merugikan
perusahaan.

Menurut Deegan (2003), pengabaian
pelaporaninformasi sosial dan lingkung-
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andalam pelaporan keuangan disebab-
kan adanya sejumlah keterbatasan krusial
dalam conceptual framework akuntansi
konvensional. Pertama, pelaporan
keuangan hanya memfokuskan pada
kebutuhan informasi dari stakeholder
dominanyangturutmemberikontribusi
dalam penciptaan nilai perusahaan.
Karenaitu, pelaporan keuangancenderung
mengabaikan informasi sosial dan
lingkungan karena masyarakat dan
lingkungan dinilai bukan stakeholder
dominan yang turut menciptakan nilai
perusahaan. Jika perusahaan menjalin
relasi dengan dua pihak itu maka
biayanya harus. diminimalisir dan
diperlakukan sebagai beban periodik.

Kedua, pelaporan keuangan hanya
menyertakan informasi “materiality”
dan “measurability" atau bisa diukur
nilainya, Sementara informasisosialdan
tingkungan dianggap tidak materialdan
tidak bisa diukur nilainya. Anggapan itu
didasarkan padaasumsi bahwa costsdan
benefitssosiatdanlingkungan sulitdiukur
milainya sehinggatidakreliabeldilapor-
kan dalam laporan keuangan.

Ketiga, pelaporan keuangan meng-
adopsi asumsi "entity” sehingga
perusahaan diperlakukan sebagaisuatu
entitas yang terpisah dari pemiliknya
dan stakeholder lainnya. Jika suatu
transaksi atau peristiwa tidak secara
tangsung berdampak pada nilai entitas
maka harus diabaikan dalam pelaporan
keuangan. Karena itu, transaksi atau
peristiwa-peristiwasosial danlingkungan
tidak perlu diungkapkan dalam
pelaporan keuangan karena tidak ber-
korelasi erat dengan nilai perusahaan,

Keempat, masyarakat dan
lingkungan adalah sumberdaya yang
tidak berada dalam “area kendali”
dan tidak terikat dalam "executory
contract” dengan perusahaan. Karena
itu, perusahaan tidak harus
memperhitung-kannya dalam
pelaporan keuangan.

Akibat terkungkung dalam
sejumlah paradigma konservatif
tersebut, perusahaandalampelaporan
keuang-annya jadi kurang responsif
terhadap dinamika bisnis yang begitu
cepat. Pengabaian pengungkapan
informasi CSR adalah satah satu contoh-
nya. Karena itu, sistem pelaporan

16 - USAHAWAN NO. 06 TH XXXVl 2008

keuangan konvensional harus segera
direformasi.

Pertama, reformasi paradigma
akuntansi bahwa masyarakat dan

. lingkungan bukanlah stakeholder
dominandan beradadiluarareakendali’

perusahaan. Paradigma itu menyesat-
kan karena masyarakat dan lingkungan
adalah salah satu unsur stakeholder
dominan dan menjadi bagian dari
*husiness entity” yang turut mem-
bentuk nilaidan kinerjaperusahaanserta
menentukan prospek, risiko dan keber-
lanjutan bisnis dalam jangka panjang.

Kedua, reformasi asumsi bahwa
masyarakatdanlingkungan adalahsuatu
beban, sulit diukur costs dan benefits-
nya serta tidak “material” disajikan
dalam pelaporan keuangan. Asumsi-
asumsiitu juga kelirukarena masyarakat
dan lingkungan adalzah aset terpenting
perusahaan dan bisa diukur costs dan
nilainya dengan menggunakan tolok
ukur akuntansidan lainnya. Informasinya
jugasangat “material” dan relevan untuk
disajikan dalam laporan keuangan.

Bagaimana model pelaporan
keuangannya? Saya menyarankan
agar perusahaan bisa mengembangan
model sustainability financial reporting
atau mengadopsi triple bottom line
reporting dari Efkington (1997). Esensi
dari dua mode! itu adalah perusahaan
perlu mengintegrasikan pelaporan
informasi ekonomi, lingkungan dan
sosial secara terpadu dalam suatu
pelaporankeuangan. Tujuannya, agar
para stakeholder bisa mendapatkan
informasi yang utuh, relevan dan
reliabel dalammenilai posisi keuangan,
kinerja, prospek dan risiko, serta
kelangsungan bisnissuatu perusahaan
sebelum mengambil suatu keputusan
bisnis.

Karena itu, sebagai
media komunikasi,
laporan keuangan memang
harus menyertakan
informasi investasi,
pembiayaan, aktivitas dan
kinerja CSR

m Laporan keuangan ramah CSR

Secara prinsip, informasi tentang
aktivitas dan kinerja sosial dan
lingkungan perusahaan {CSR} memang
harusdisajikan dalamlaporankeuangan.
Alasannya, laporan keuangan merupa-
kan media komunikasi atau “lensa
bisnis” tentang posisi keuangan dan
kinerja aktivitas pendapatan, pem-
biayaan dan laba-rugi perusahaan pada
suatu periode kepada stakeholder. Dari
media laporan keuangan, stakeholder
investor, kreditor, pemasok, pelanggan,
pemerintah dan masyarakat} bisa
menilai kekuatan, ketergantungan,
risiko, prospek dan keberlanjutan suatu
perusahaan sebelum mengambil suatu
keputusan.

Karena itu, sebagai media
komunikasi, laporankeuangan memang
harus menyertakan informasi investasi,
pembiayaan, aktivitas dan kinerja (SR
agar para stakeholder bisa mengetahui
informasi perusahaan secara utuh
sebelum mengambil suatu keputusan
ekonomi. Sayamenyebutmodel laporan
keuangan yang mengintegrasikan
informasi ekenomi, sosial dan
lingkungansecara utuhsebagai “Laporan
Keuangan Ramah CSR”.

Meodelpelaporan tersebutdirasakan
kian mendesak karenaselamainilaporan
keuangan perusahaan dinilai cacat dan
menyesatkan para pemakainya.
taporan keuangan dianggap hanya
menyajikan indikator-indikator “sukses
ekonomi” dalam bentuk laba dan
pertumbuhan angka-angka keuangan
lainnya. Sementara informasi
“axternalities” seperti polusi udara,
pencemaran air dan tanah, kerusakan
ekosistem, degradasi sosial dan
lingkungan, serta lainnya yang timbul
akibat aktivitas ekonomi perusahaan
diabaikan dalam pelaporan keuangan,

Akibatnya, selama ini para
stakeholdertidak hanyatelah disesatkan
olehsinyal-sinyal kesuksesan perusahaan
(surccess signals). Tapi, juga telah keliru
dalam pengambilan keputusan dan
kebijakan bisnis karena tidak
mengetahui secara pasti informasi
eksternatitas dan kinerja CSR yang
merupakan salahtolok ukur kunciuntuk
menilai prospek dan risiko suatu
perusahaan.
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Pertanyaannya, bagaimanakah
perlakuan akuntansi dan penyajian
informasi CSR dalam laporan keuangan?

Pertama, untuk pengorbanan
sumber-sumber ekonomi untuk biaya
CSR yang memiliki manfaat ekonomik
pada periode-periode selanjutnya,
perlakuan akuntansinya adalah sebagai
pengeluaran investasi dan diamortisasi
ke periode-periode selanjutnya.
Misalnya, investasi pada teknologiyang
ramah lingkungan, investasi pada
proyek-proyek kemitraan pengem-
banganusaha kecil dan menengah (UKM)
dengan masyarakat sekitar, biaya riset
dan pengembangan CSR dan lainnya.
Pengorbananituharusdilaporkandalam
neraca sebagai investasi CSR.

Kedua, untuk pengorbanan sumber-
sumber ekonomi untuk biaya CSR yang
tidak memiliki manfaat ekonomik untuk
periode-periode berikutnya, perlakuan
akuntansinya adalah sebagai pengeluar-
an beban (expense} periodik dan
langsungdilaporkan dalamlaporanlaba-
rugi pada kelompok biaya operasional.

Rincian atas sejumiah informasi
tersebut dapat diungkapkan dalam
catatan atas laporan keuangan atau
media lainnya. Untuk aktivitas CSR yang
sulit diukur secara moneter, perusahaan
bisa mengungkapkan informasinya
secara kualitatif dalam catatan atas
laporan keuangan.

Dampak Pelaporan Informasi CSR
‘Kepedulian perusahaan untuk
menyajikan informasi CSR dalam
“laporan keuangan ramah CSR” akan
menjadikan laporan keuangan kian
relevandanbermanfaatbagistakeholder.
Relevansi nilai laporan keuangan pasti
jugaakankianmeningkatkarenasemakin
diapresiasi para pelaku pasar,

Hasil studi Gray, Radebough dan
Roberts (1990) menunjukkan bahwa
pelaporan informasi C5R dalarmn media
pelaporankeuanganjustru bisameningkat-
kan nilai pasar saham perusahaan. Selain
itu, juga bisa mengurangiperceived risks
dan asimetri informasi antar pelaku
pasar maupun antara pelaku pasar
dengan perusahaan. Juga dilaporkan
bahwa pelaporan informasi CSR dalam
laporan keuangan bisa meningkatkan
political benefits dari pemerintah dan

legislatif serta pemegang saham.

Hasil studi yang dilakukan seorang
mahasiswi bimbingan saya,. Ariyani
(2008), juga menunjukkan temuan yang
serupa. Dilaporkan bahwa pengungkap-
aninformasi CSRdalamlaporankeuang-
an maupun dalam laporan tahunan
direksi oleh perusahaan publikIndonesia
selama 2005 ber-pengaruh positif dan
signifikan terhadap nilai pasar saham
dibanding operating profits margin. Hal
inimenunjukkan pengungkapaninformasi |
CSR dalam pelaporan keuangan
meningkatkan nilai pasar perusahaan
karena diapresiasi para investor.

Sejumlah temuan empiris di atas
menunjukkan bahwa upaya-upaya
perusahaan untuk menjadikan laporan
keuangan yang “ramah CSR" bisa
mengurangi ketidakpastian (information
asymmetry), meningkat-kan nilai pasar
sekuritas dan men-datangkan sejumlah
benefits bagi perusahaan dalam jangka
panjang. Karena itu, para direksi dan
para pengusaha kita tak perluragu untuk
memulainya. Semoga.

Kesimpulan dan Rekomendasi
Pengakuan dan perlakuan CSR
sebagai suatu kebutuhan hakiki dan
terinternalisasi dalam visi, misi, strategi,
nilai-nilai, dan praktik bisnis jauh lebih
penting dipikirkan pelaku bisnis dan
dunia usaha dibanding memper-
debatkannya apakah sukarela atau
wajib. Ada empat argumen yang
menjelaskan mengapa CSR perlu diakui

dan diperlakukan sebagai kebutuhan

mendasar korporasi. Argumen tersebut
berasal dariteori akuntabilitaskorporasi,
teori kekuatan permintaan dan
penawaran pasar, teori tekanan pasar
dan regulasi, serta teori pasar efisien.
Karena CSR menjadi kebutuhan
hakiki yang mendesak maka reformasi
paradigma dan praktik bisnis yang
berbasis pada tiga pilar (ekonomi, sosial
dan lingkungan) menjadi agenda
mendesak bagi pelaku bisnis. Untuk
mengimbangi reformasi dalam
paradigma bisnis, reformasi akuntansi
yang berbasis pada tiga pilar tersebut
juga menjadi agenda mendesak bagi
paraakuntan (lkatan AkuntanIndonesia/
IAl}). Praktik akuntansi dan model
pelaporankeuanganyangberbasis triple

bottomline accountingdan triple bottom
line reporting juga perlu didekonstruksi
ulang agar bisa memberikan informasi
yang utuh, relevan dan reliabel serta
memiliki relevansi nilai bagi para
stakeholder atau seluruh lapisan
masyarakat.

Dalam dekonstrusi tersebut, peran
pemerintah dan profesi akuntansi,
khususnya Dewan Standar Akuntansi
1Al, dalam menyusun regulasi, standar
akuntansi atau prinsip-prinsip akuntansi
berterima umum (PABU) CSR menjadi
sangat mendesak. Dengan adanya
Standar Akuntansi atau PABU (SR, para
pebisnis dan korporasi kita diharapkan
memiliki pedoman atau arahan yang
jelas dalam praktik akuntansi dan
pelaporan keuangan yangramah CSR.
Semoga. {I] :
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